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as a strategic mechanism that ensures all training processes, from
planning and implementation to evaluation, are carried out in
Keywords: accordance with established standards. This research employed a
Quality assurance system qualitative approach using observation and interviews with
implementation,  training managers of training institutions that implement an international

mstztutllons, nonfo.rmal quality management standard, namely 1SO 21001:2018. The findings
education, educational o . . .

; indicate that the implementation of a quality assurance system
quality management

supported by leadership commitment, active involvement of all
organizational members, and a sustainable quality culture

DOI: contributes significantly to improving institutional effectiveness,
human resource professionalism, and trainee satisfaction. Therefore,
quality assurance systems function not only as control tools but also
as instruments for continuous improvement in training institutions
and nonformal education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
implementasi sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan
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pendidikan nonformal sebagai upaya meningkatkan kualitas
layanan pendidikan dan profesionalisme kerja. Sistem penjaminan
mutu dipandang sebagai mekanisme strategi yang memastikan
seluruh proses pelatihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga evaluasi, berjalan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode observasi dan wawancara terhadap pengelola
lembaga pelatihan yang menerapkan sistem penjaminan muut
berbasis standar internasional ISO 21001:2018. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu yang
didukung oleh komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh unsur
organisasi, serta budaya mutu yang berkelanjutan mampu
meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga, profesionalisme
sumber daya manusia, dan kepuasan peserta pelatihan. Dengan
demikian, sistem penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai
alat pengendalian mutu, tetapi juga sebagai sarana peningkatan
kualitas lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal secara
berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajian teknologi yang semakin pesat menuntut
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan
teknis, tetapi juga profesionalisme dan etika kerja yang baik. Pendidikan dan pelatihan
menjadi instrumen utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif,
kompeten, dan mampu bersaing di dunia kerja. Selain pendidikan nonformal,
pendidikan nonformal dan lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam
memberikan layanan pembelajaran yang fleksibel dan responsive terhadap kebutuhan
masyarakat dan industry. Oleh karena itu, mutu penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan lembaga dalam
menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Mutu pendidikan dan pelatihan tidak dapat tercapai secara optitmal tanpa adanya
sistem penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu
merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses
penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta
mampu memeuhi harapan para pemangku kepentingan. Menurut Sallis (2012),
penjaminan mutu dalam pendidikan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk
menjamin dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pengendalian proses
dan evaluasi berkelanjutan. Penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada hasil akhir,
tetapi juga menekankan pentingnya kualitas proses pembelajaran, pengelolaan
organisasi, serta kepuasan peserta didik sebagai pengguna layanan pendidikan.
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Dalam konteks manajemen mutu, konsep Total Quality Management (TQM)
menjadi salah satu landasan teoritis yang relevan dalam penerapan sistem penjaminan
mutu di lembaga pendidikan dan pelatihan. Goetsch dan Davis (2014) menjelaskan
bahwa TQM merupakan pendekatan manajemen yang menekankan perbaikan mutu
secara menyeluruh melalui keterlibatan seluruh angora organisasi. Prinsip utama TQM
meliputi fokus pada pelanggan, keterlibatan total sumber daya manusia, perbaikan
berkelanjutan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Penerapan TQM dalam
lembaga pelatihan berarti bahwa seluruh unsur lembaga, mulai dari pimpinan, tenaga
pendidik, straf administrasi, hingga peserta pelatihan, memiliki tanggung jawab bersama
dalam menjaga meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Selain TQM, konsep continuous improvement atau peningkatan mutu
berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam sistem penjaminan mutu. Deming
(1986) melalui siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) menekankan bahwa mutu harus
ditingkatkan secara terus-menerus melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang
terkontrol, evaluasi yang sistematis, serta tindakan perbaikan yang berkelanjutan.
Prinsip ini sangat relevan diterapkan pada lembaga pelatihan dan pendidikan
nonformal, mengingat dinamika kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang terus
berubah. Dengan adanya siklus perbaikan berkelanjutan, lembaga dapat menyesuaikan
program pelatihan agar tetap relevan, efektif, dan berkualitas.

Secara regulatif, penerapan sistem penjaminan mutu di Indonesia di dukung oleh
kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya standar nasional pendidikan sebagai
acuan mutu. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, yang diperbarui melalui PP Nomor 13 Tahun 2015, mengharuskan setiap
satuan pendidikan, termasuk pendidikan nonformal dan pelatihan, untuk melaksanakan
sistem penjaminan mutu secara terencana dan berkelanjutan. Kebijakan ini menunjukkan
bahwa mutu pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab internal lembaga, tetapi
juga bagian dari komitmen nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.

Di tingkat internasional, penerapan standar ISO 21001:2018 tentang Educational
Organizations Management System (EOMS) menjadi salah satu rujukan penting dalam
pengelolaan mutu organisasi pendidikan. Standar ini dirancang khusus untuk
membantu organisasi pendidikan dalam meningkatkan kepuasan peserta didik dan
pihak terkait melalui sistem manajemen yang efektif, transparan, dan berorientasi pada
peningkatan mutu berkelanjutan (ISO, 2018). Implementasi ISO 21001:2018 pada
lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal diharapkan mampu memperkuar tata
kelola lembaga, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, serta menjamin
konsistensi mutu layanan pendidikan.

Dalam praktiknya penerapan sistem penjaminan mutu di lembaga pelatihan dan
pendidikan nonformal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya
pemahaman sebagian tenaga kerja terhadap pentingnya mutu, keterbatasan sumber
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daya, serta belum terbentuknya budaya mutu yang kuat. Hal ini sejalan dengan temuan
Susanti dan Rahman (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem penjaminan
mutu sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh anggota
organisasi, dan konsistensi dalam pelaksanaan evluasi serta audit mutu. Tanpa
dukungan faktor-faktor tersebut, sistem penjaminan mutu cenderung bersifat
administratif dan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas
lembaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk
memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi sistem penjaminan mutu
pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal. Pendekatan ini dipilih karena
penelitian berfokus pada proses, kebijakan, dan praktik penjaminan mutu yang
diterapkan dalam lingkungan lembaga pendidikan. Subjek penelitian meliputi pimpinan
lembaga, pengelola mutu, tenaga pendidik, dan staf administrasi yang dipilih secara
purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan sistem penjaminan
mutu. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi
dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi
sumber dan metode. Hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan
temuan lapangan dengan teori manajemen mutu, penjaminan mutu pendidikan, dan
standar ISO 21001:2018 guna memperoleh gambaran yang komprehensif serta
rekomendasi pengembangan sistem penjaminan mutu ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem penjaminan mutu memiliki peran yang sangat penting dalam
penyelenggaraan lembaga berfungsi sebagai alat pengendalian kualitas, tetapi juga
sebagai sarana peningkatan berkelanjutan terhadap seluruh proses pendidikan dan
pelatihan. Oleh karena itu, setiap lembaga pelatihan dituntut untuk memiliki komitmen
yang kuat dalam menerapkan sistem penjaminan mutu secara konsisten dan
berkesinambungan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa implementasi
sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal
dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan. Pada tahap perencanaan, lembaga menetapkan
kebijakan mutu dan sasaran mutu yang menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pelatihan.
Kebijakan mutu tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta,
tuntutan dunia kerja, serta standar yang berlaku, baik nasional maupun internasional.
Hal ini sejalan dengan pandangan Sallis (2012) yang menyatakan bahwa penjaminan
mutu merupakan proses terencana untuk memastikan bahwa layanan pendidikan
berjalan sesuai dengan standard an harapan pengguna jasa pendidikan.
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Sistem penjaminan mutu diwujudkan melalui penerapan standar operasional
prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan pelatihan. Tenaga pendidik, pengelola, dan staf
administrasi memiliki peran masing-masing dalam menjaga mutu proses pembelajaran.
Hasil temuan menunjukkan bahwa keterlibatan seluruh unsur lembaga menjadi faktor
penting dalam keberhasilan sistem penjaminan mutu. Kondisi ini sesuai dengan konsep
Total Quality Management (TQM) yang dikemukakan oleh Goetsch dan Davis (2014),
yang menekankan bahwa peningkatan mutu hanya dapat dicapai apabila seluruh
anggota organisasi terlibat secara aktf dan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap
kualitas.

Pada tahap evaluasi, lembaga pelatihan melaksanakan kegiatan monitoring dan
audit mutu secara berkala untuk menilai kesesuian antara perencanaan dan
melaksanakan progam. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan umpan balik dari
peserta pelatihan, penilaian kinerja tenaga pendidik, serta telaah terhadap dokumen
mutu. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat
tinjuan manajemen guna menentukan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang.
Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip continuous improvement yang
dikemukakan oleh Deming (1986) melalui siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act), di mana
mutu harus ditingkatkan secara terus-menerus dan tidak bersifat statis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu
berdampak positif terhadap peningkatan profesionalisme kerja di lingkungan lembaga
pelatihan. Tenaga pendidik dan staf menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, serta
memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya mutu layanan. Etika profesi
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu,
terutama dalam proses evaluasi dan audit, agar setiap penilaian dilakukan secara
objektif, transparan, dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu tidak
hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan budaya kerja yang
professional dan berintegritas.

Dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti rendahnya
pemahaman sebagian pegawai terhadap pentingnya audit mutu serta anggapan ahwa
kegiatan penjaminan mutu merupakan beban tambahan. Keterbatasan sumber daya
manusia dan kurangnya koordinasi antar unit kerja juga menjadi tantangan dalam
menjaga konsistensi pelaksanaan sistem mutu. Kendala-kendala tersebut menunjukkan
bahwa keberhasilan sistem penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh komitmen
pimpinan dan upaya berkelanjutan dalam membangun budaya mutu di lingkungan
lembaga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Susanti dan Rahman (2022) yang
menyatakan bahwa komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh anggota organisasi, dan
komunikasi internal yang efektif merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan
sistem penjaminan mutu.

Penerapan sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan pendidikan
nonformal juga berkontribusi dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap
kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan. Kepercayaan tersebut tumbuh
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karena embaga mampu menunjukkan konsistensi dalam menjaga standar mutu, baik
dari segi proses pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, maupun hasil pelatihan
yang dihasilkan. Peserta pelatihan tidak hanya memperoleh pengetahuan dan
keterampilan teknis, tetapi juga dibekali dengan sikap professional, tanggung jawab, dan
etika kerja yang menjadi bekal penting dalam dalam dunia kerja.

Sistem penjaminan mutu mendorong lembaga untuk melakukan evaluasi diri
secara berkelanjutan. Evaluasi diri menjadi sarana refleksi bagi lembaga dalam menilai
kelebohan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara
tepat sasaran. Melalui mekanisme evaluasi dan audit mutu, lembaga pelatihan dapat
mengidentifikasi berbagai potensi masalah sejak dini serta menyusun strategi
peningkatan mutu yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan
mutu berfungsi sebagai alat pengendali sekaligus pengembangan lembaga dalam jangka
panjang.

Dalam konteks pendidikan nonformal yang bersifat fleksibel dan adaptif, sistem
penjaminan mutu juga berperan dalam menjaga relevansi program pelatihan dengan
kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Lembaga pelatihan dituntut untuk mampu
menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, serta sarana pendukung agar selaras
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dengan adanya sistem
penjaminan mutu, setiap perubahan dan pengembangan program dilakukan secara
terencana dan terukur, sehingga mutu pelatihan tetap terjaga meskipun menghadapi
dinamika perubahan lingkungan eksternal.

Penerapan sistem penjaminan mutu tidak dapat dipisahkan dari peran
kepemimpinan dalam organisasi. Pimpinan lembaga memiliki tanggung jawab besar
dalam membangun, komitmen mutu, memberikan teladan, serta mendorong partisipasi
aktif seluruh angota organisasi. Kepemimpinan yang berorientasi mutu akan
menciptakan iklim kerja yang kondusif, terbuka terhadap evaluasi, dan berorientasi pada
perbaikan berkelanjutan. Tanpa dukungan kepemimpinan yang kuat, sistem penjaminan
mutu berpotensi berjalan secara formalitas dan tidak memberikan dampak yang
signifikan terhadap peningkatan kualitas lembaga.

Implementasi sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan pendidikan
nonformal juga berkaitan erat dengan konsep mutu sebagai proses yang dinamis dan
berkelanjutan. Menurut Sallis (2012), mutu dalam pendidikan bukanlah kondisi yang
bersifat statis, melainkan suatu proses yang harus dikembangkan sesuai dengan
perubahan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan eksternal. Lembaga
pelatihan dituntut untuk melakukan pembaruan secara berkala terhadap kebijakan
mutu, kurikulum, serta metode pembelajaran agar tetap relevan dan kompetitif. Temua
dilapangan menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan evaluasi rutin dan tindak
lanjut perbaikan cenderung lebih mampu menjaga konsistensi mutu dibandingkan
lembaga yang hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrative semata.

Penerapan sistem penjaminan mutu juga memperkuat akuntabilitas lembaga
pelatihan terhadap pemangku kepentigan. Menurut Hoy dan Miskel (2013),
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akuntabilitas dalam organisasi pendidikan tercermin dari kemampuan lembaga dalam
mempertanggungjawabkan proses dan hasil kerja kepada public secara transparan.
Melalui sistem penjaminan mutu, setiap kegiatan pelatihan dapat dipantau, dievaluasi,
dan dilaporkan secara sistematis, sehingga lembaga memiliki dasar yang kuat dalam
menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelatihan sebagai penyedia layanan
pendidikan nonformal yang berkualitas.

Dalam perspektif manajemen mutu terpadu, keterlibatan sumber daya manusia
menjadi faktor penentu keberhasilan sistem penjaminan mutu. Goetsch dan Davis (2014)
menegaskan bahwa mtuu hanya dapat dicapai apabila seluruh angora organisasi
memiliki komitmen dan kesadaran yanv sama terhadap kualitas.hasil penelitian
menunjukkan bahwa lembaga kepada pegawainya mampu menumbuhkan budaya
mutu yang lebih kuat. Budaya mutu tersebut tercermin dalam sikap disiplin,
keterbukaan terhadap evaluasi, serta kemauan untuk terus memperbaiki kinerja.

Penerapan standar internasional seperti ISO 21001:2018 juga memberikan
kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan mutu lembaga pendidikan. Menurut
Internasional Organization for Standardization (ISO,2018), ISO 21001 dirancang untuk
membantu organisasi pendidikan meningkatkan kepuasan peserta didik melalui sistem
manajemen yang efektif., berbasis risiko, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
Implementasi standar ini di lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal terbukti
membantu lembaga dalam menata sistem dokumentasi, memperjelas peran dan
tanggung jawab, serta meningkatkan konsistensi pelaksanaan program pelatihan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu
sering menghadapi tantangan pada aspek sumber daya manusia dan budaya organisasi.
Susanti dan Rahman (2022) mengemukakan bahwa rendahnya pemahaman pegawai
terhadap konsep mutu serta lemahnya komitmen pimpinan dapat menghambat
efektivitas sistem penjaminan mutu. Temuan ini juga tercermin dalam hasil penelitian,
di mana masih terdapat pegawai yang menganggap kegiatan audit mutu sebagai beban
tambahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlunya strategi penguatan budaya
mutu melalui pendekatan persuasive, pelatihan berkelanjutan, serta pemberian
penghargaan berbasis kinerja.

Sistem penjaminan mutu pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal
berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lulusan. Menurut UNESCO (2015),
pendidikan nonformal yang bermutu memiliki peran penting dalam meningkatkan
keterampilan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.
Lulusan dari lembaga pelatihan yang menerapkan sistem penjaminan mutu secara
konsisten cenderung memiliki kompetenso yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
serta sikap professional yang baik. Sistem penjaminan mutu tidak hanya memberikan
manfaat internal bagi lembaga, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia di masyarakat.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem
penjaminan mtuu pada lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal merupakan upaya
strategis yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya layanna pendidikan
yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mtuu berfungsi
sebagai kerangka kerja yang mengarahkan lembaga dalam merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh
proses pendidikan, mulai dari pengelolaan kelembagaan, perencanaan program,
pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar peserta didik. Keberhasilan
implementasi sistem ini sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, keterlibatan aktif
seluruh sumber daya manusia, ketersediaan standar operasional yang jelas, serta budaya
mutu yang tumbuh secara konsisten di lingkungan lembaga. Penerapan sistem
penjaminan mutu yang terstruktur, termasuk mengacu pada prinsip manajemen mutu
terpadu dan stndar internasional seperti ISO 21001:2018, terbukti mampu meningkatkan
efektivitas pengelolaan lembaga, memperkuat akuntabilitas publik, serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelatihan dan pendidikan nonformal.
Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti
keterbatasan pemahaman sumber daya manusia dan belum optimalnya internalisasi
budaya mutu, hal tersebut menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu harus
dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.
Implementasi sistem penjaminan mutu tidak hanya berperan dalam meningkatkan
kualitas internal lembaga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mencetak
lulusan yang kompeten, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mampu
mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
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